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Filosofi Participatory Budgeting 
 Menurut Souza, gelombang demokrasi berpengaruh besar dalam perubahan 
tatakelola pemerintahan. Pada tahun 1980, demokrasi mulai diadopsi dalam tatakelola 
pemerintahan di negara-negara Latin Amerika and Eropa. Namun, penerapan demokrasi 
pada masing-masing negara tersebut adalah berbeda-beda baik dalam sisi pengalaman 
maupun kebijakan dan sistem pemerintahan yang diterpakan.  
 Meskipun demikian, negara-negara tersebut memiliki agenda yang sama 
dalam mewujudkan demokrasi yakni membentuk intititusi demokrasi dan memperkuat 
institusi tersebut untuk mendukung realisasi nilai-nilai demokrasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan masing-masing. Menurut Souza tujuan mendasar 
negara-negara terhadap penerapan demokrasi adalah melawan korupsi, meningkatkan 
akses masyarakat terhadap pemerintah, dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan.  
 Souza menjelaskan bahwa dalam banyak negara, redemokratisasai telah 
diterapkan melalui kebijakan desentralisasi politik dan keuangan dari pemerintah pusat 
ke pemerintah daerah (sub-national government). Sebagai konsekuesni dari kebijakan 
desentralisasi tersebut, banyak pemerintah daerah menerapkan kebijakan-kebijakan 
yang mencerminkan aktualisasi asas-asas desentralisasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah kebijakan pemerintah 
daerah mendukung, mendorong, dan meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk 
social groups pada pembangunan daerah termasuk dalam proses pengambilan 
keputusan (kebijakan).  
 Berangkat dari filosofi demokrasi, desentralisasi, dan partisipasi di atas, Souza 
dalam artikelnya ini mendiskusikan tentang demokratisasi, desentralisasi, dan partisipasi 
dalam penyelenggaraan pemerintahan Brazil. Souza menjadikan Brazil sebagai unit 
macro analisis dalam papernya ini. Menurut catatan Souza, berkaitan dengan 
desentralisasi di Brazil, para sarjana dan praktisi pemerintahan menyepakati bahwa 
pemerintahan Brazil adalah pemerintahan desentralistis dalam politik dan keuangan. 
Mereka menyepakati bahwa implementasi desentralisasi harus dilakukan secacara cepat 
dan tepat (unparalleled pace). Menurut Souza, kesepakatan ini mencuak pasca 
redemokratisasi di negara tersebut (Brazil).  
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 Souza menyebut bahwa para Sarjana Brazil terpecah dalam dua golongan 
dalam melihat dan mendefinisikan konsep desentralisasi. Kubu pertama, mendefinisikan 
desentralisasi secara positif yakni desentralissasi adalah subuah konsep kebijakan yang 
tepat untuk mempercepat proses pembangunan disetiap kota di Barzil. Definisi dari 
kubu pertama ini dibangun dari konsep reinventing government yang bertujuan 
mendekatkan pemerintah dengan masyarakat (communities) dan membangun 
jembatan komunikasi antara private sector dengan kebutuhan publik serta membangun 
kapasitas tatakelola pemerintahan yang baik (good governance).  
 Sedangkan kubu kedua yaitu mendefinikasikan desentralisasi secara skeptis 
yakni kebijakan desentralisasi hany sekedar menyediakan ruang bagi private sector 
untuk melakukan eksplorasi sumber daya daerah tanpa kontrol dan pengawasan 
pemerintah pusat. Selain itu, menurut kubu kedua ini, desentralisasi juga akan 
membuka disparitas sosial ekonomi antar pemerintah daerah dalam suatu negara. Kubu 
kedua meyakini bahwa konsep pemerintahan sentralisasi adalah konsep yang tepat 
untuk membangun dan mewujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab.  
 Pada artikelnya ini, Souza tidak terlalu jauh mendiskusikan tentang 
perdebatan antara kedua kubu di atas mengenai konsep desentralisasi dan sentralisasi 
karena paper ini focus pada issue participatory budgeting. Karena itu, Souza, lebih jauh, 
mendiskusikan tentang upaya-upaya pemerintah Brazil menerapkan kebijakan 
desentralisasi dan meangktualisasikan konsep participatory budgeting disetiap kota di 
Brazil. Pada tahun 1988, konstitusi Brazi menyediakan beberapa mekanisme tentang 
partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan (development 
planning) dan proses kebijakan publik (making public policy process). Melalui konstitusi 
tersebut, pemerintah Brazil mendorong masyarakat (grassroot) untuk terlibat aktif 
dalam prosese penyusunan kebijakan publik terutama di tingkat daerah (level local).  
 Pemerintah Brazil menekankan aspek-aspek penting dalam mendorong 
partisipasi masyarakat. Salah satu aspek penting itu adalah bahwa tuntutan dan 
kebutuhan yang diajukan oleh masyarakat harus diprioritaskan oleh pemerintah Brazil. 
Menurut pemerintah Brazil, tuntutan dan kebutuhan masayarakat yang paling penting 
dan harus diprioritaskan adalah urusan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan 
sosial. Tuntutan masayarakat pada aspek-aspek tersebut harus diformulasikan kedalam 
bentuk kebijakan publik. Menurut Souza, langkah-langkah pemerintaha Brazil dalam 
memperkuat konsep partisipasi masyarakat dalam proses kebijaka publik, adalah 
dijadikan sebaga role model good government oleh negara-negara lain.  
 Kendati demikian, Souza dalam papernya ini, menganalisis lebih jauh tentang 
eksistensi partisipatory budgeting di Brazil. Menurut Souza, penilaian terhadap 
kesuksesan pemerintah Brazil di atas adalah membingungkan (puzzling) banyak sarjana 
dan praktisi pemerintahan. Pernyataan Souza ini adalah berangkat dari realitas budaya 
clientelist dalam masyarakat Brazil dan keberdaan sejarah politik otoriter Brazil.  
3 
 
 Pertanyaan Souza adalah kenapa pemerintah daerah di Brazil meningkatkan 
dan mendorong pasrtisipasi masyarakat pada saat mereka menghadapi masalah-
masalah dalam bidang trasportasi, perumahan, pendidikan, dan perumahan? 
Selanjutnya, pertanyaan Souza adalah kenapa dalam waktu yang sama, kebebebasan, 
individualism, dan konsumsi yang tinggi adalah dipuji sebagai tanda kebebasan di 
Brazil? Pertanyaan terakhir Souza, adalah mengapa dalam suatu waktu beberapa 
literature tentang collective action menekankan bahwa individuals (politisi, birokrasi, 
dan pemilih) adalah diarahkan pada kepentingan masing-masing? 
 
Participatory Budgeting Experience in Porto Alegre and Belo Horizonte 
 Lokasi penelitian Souza adalah di kota Porto Alegre dan Belo Horizonte. 
Kedua kota ini dinilai Souza sebagai kota yang konsen dan komitmen mendorong 
masyarakat terlibat aktif dalam proses pengambilan kebijakan (decision making 
process).Kedua kota ini adalah dikuasai oleh Labor Party atau disingkat PT. Berdasarkan 
catatan Souza, ideologi politik PT adalah sosial kerakyatan. Karena itu, PT aktif 
mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses kebijakan publik di kedua kota 
tersebut. Bahkan menurut Souza, konsep partisipatory budgeting di Brazil merupakan 
bagian dari program politik PT. Karena itu, PT sangat fokus mendorong masyarakat 
brazil terutama di kedua kota tersebut terlibat aktif dalam setiap proses pengambilan 
kebijakan publik.      
 Namun, pada tahun 1996 di Belo Horizonte, PT kehilangan kekuasaan. 
Kekuasaan beralih ke PSB (Brazilian Socialist Party). Meskipun terjadi peralihan 
kekuasaan dari PT ke PSB, partisipasi masyarakatdalam proses kebijakan publikdi Kota 
initetap didorong dan diperkuat. Hal ini disebabkan oleh kemiripan ideologi politik kedua 
partai tersebut. Pada papernya ini, Souza tidak terlalu banyak mendiskusikan persoalan 
kenapa terjadi peralihan kekuasaan tersebut. Namun,Souza mendiskusikan lebih dalam 
mengenai partisipasi masyarakat di kedua kota tersebut.  
 Menurut Souza, berdasarkan literatur yang dipelajarinya, perbadingan 
kualitas partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik antara kedua kota 
tersebut, yakni, kualitas partisipasi masyarakat di Horizonte adalah lebih baik dari kota 
Porto Alegre.  Minimnya kualitas partisipasi masyarakat di Kota Porto Alegre disebabkan 
oleh; minimnya sumber daya keuangan pemerintah untuk mendukung partisipasi 
masyarakat, stabilitas politik pemerintahan yang belum mendukung, dan minimnya 
pengorganisasian masyarakat kecil (komunitas) untuk didorong partisipasi aktif dalam 
pembuatan kebijakan publik.  
 Lebih lanjut, Souza menekankan bahwa penyebab terakhir yang disampaikan 
di atas adalah berkaitan dengan sejarah keberadaan komunitas tersebut pada masa lalu 
yang melawan dan konfrontasi dengan pemerintah. Karena itu, pemerintah Brazil, 
kendati era sosial demokrasi, tidak terlalu perhatian pada komunitas tersebut. Sikap 
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pemerintah tersebut disebabkan oleh perilaku patronklien(clientalistic) dalam struktur 
pemerintahan. 
 Souza menegaskan bahwa participatory budgeting di Porto Alerge belum 
cukup maksimal menunjukkan eksistensi keterlibatan masyarakat secara penuh. 
Pemerintah gagal memeobilisasi komunitas masyarakat kecil seperti RT dan RW di 
Indonesia, gagal membentuk dan mencari pemimpin-pemimpin yang visioner, dan 
gagal memaknai participatory budgeting secara komprehensif dan bijaksana.  
 Selanjutnya, Souza menganalisis eksistensi participatory budgeting di kota 
Belo Horizento. Seperti analisis Souza di atas, kualitas partisipasi masyarakat di Kota ini 
adalah lebih baik dari Kota Porto Alerge. Masyarakat di Kota ini sangat aktif ikut serta 
dalam proses kebijakan anggaran (budgeting process). Kendati demikian, menurut 
Souza, pemerintah kota ini dinilai gagal mengeorganisir masyarakat secara baik untuk 
terlibat secara teratur dalam proses pengambilan kebijakan publik.  
 Secara detail, Souza mendiskusikan bentuk partisipasi masyarakat di kedua 
kota tersebut, juga Souza menjelaskan dampak-dampak dari participatory budgeting 
terhadap tatakelola pemerintahan di kedua kota tersebut. Souza mendiskusikan 
persoalan-persoalan tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Inti penting dari Participatory Budgeting (PB) 
a. Tahap-tahap PB (functioning) 
Mekanisme pelkasanaan PB di Brazil dilaksanakan dalam tiga tahap kegiatan. Tahap 
pertama, pemerintah kota menyelenggarakan pertemuan dengan kelompok-
kelompok masyarakat disetiap wilayah. Pada pertemuan ini, pemerintah kota 
menyampaikan tentang kondisi pendapatan dan pengularan pemerintah kota 
(budget policy). Karena itu, tujuan pertemuan ini adalah memberikan pemahaman 
kepada masyarakat tentang kondisi keungangan pemerintah kota. Dengan demikian, 
diharapkan masyarakat dapat memahami kondisi keuangan dan mereka dapat 
menyiapkan program-program pembangunan yang diusulkan sesuai kemampuan 
keuangan pemerintah kota.  
Tahap kedua, masing-masing pemerintah sub-districts menyelenggarakan 
musyawarah untuk membicarakan dan menentukan program prioritas dan 
menentukan peserta delegasi/perwakilan sub district untuk mengikuti forum 
musywarah pembangunan tingkat district (kota). Para delegasi diwajibkan untuk 
menyampaikan program pembangunan dari sub district mereka masing-masing 
dalam forum musywarah kota.  
Tahap ketiga, pemerintah kota menyelenggarakan forum musyawarah tingkat kota 
(forum district level). Menurut Souza, forum ini adalah diselenggarakan secara 
deliberative, yakni, para peserta forum dari masing-masing sub districts dihadirkan 
untuk menyampaikan dan mengusulkan program prioritas pada masing-masing 
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districts. Pada tahap ini, pemerintah kota mengakomodir program-program tersebut 
kedalam bentuk draft kebijakan pembangunan kota.  
 
 
b. Prioritas PB (investment priorities) 
Pemerintah kota menetapkan program prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat. 
Di Porto Large, bidang-bidang program prioritas, yakni, pasing jalan, pembangunan 
pembuangan akhir, pembangunan perumahan layak huni bagi warga, dan 
menyiapkan fasiltas publik yang memadai. Sedangkan di Kota Belo Horizonte, 
program prioritas diarahkan pada pembangunan perumahan, pembangunan kamar 
kecil (pembuangan kotoran), paving jalan raya, pembangunan area publik di pusat-
pusat kota, dan pembangunan fasilitas kesehatan serta pendidikan yang memadai.  
Karena itu, masyarakat dikedua kota di atas, menerima sejumlah anggaran melalui 
program prioritas dalam rangka membangun kehidupan mereka menjadi lebih baik, 
sejahtera, aman, dan damai, seperti yang mereka harapkan dan butuhkan. Pada 
akhirnya, dapat dikatakan, pada konteks ini, PB dilai berhasil mendorong pemerintah 
kota untuk lebih perhatian, sadar, dan mau membangun kehidupan warganya 
menjadi lebih baik.  
c. Pendapatan dan Belanja (resources and expenditure) 
Mesikpun pemerintah kota dikedua kota tersebut perhatian pada program prioritas 
masayarakat sebagaimana dijelaskan di atas, namun pemerintah kota belum 
menunjukkan distrubusi pendapatan dan belanja secara proposional diantara item-
item belanja. Menurut catatan Souza, anggaran belanja gaji pegawai pemerintah 
adalah lebih tinggi dari belanja-belanja lainnya. Ironisnya lagi, pemerintah dikedua 
kota tersebut mendistribusikan banyak anggaran pada program-program yang tidak 
sesuai dengan tuntutan fitas masyarakat. Souzan mencatat bahwa pemerintah lebih 
mengutakan pembangunan transportasi, padahal, masyarakat membutuhkan 
pembangunan dan penyediaan air bersih.  
d. Eksistensi para pendukung PB (the participant) 
Menurut Souza, ia mengatakan bahwa menurut data warga di porto alrge lebih aktif, 
punya kesadaran politik dan kepercayaan publik yang tinggi, jika dibandingkan 
dengan warga di kota-kota lain di Brazil. Souza mengutip data Zetzler menunjukkan 
38.4 % warga Porto Alrge adalah aktivis sosial, pergerakan, dan politik, sementara 
di Belo Horizonte adalah 27.7 %. Karena itu, di kedua kota ini, masyarakat cukup 
aktif dalam proses perencanaan pembangunan kota. 
e. Aktor delegasi dalam PB (the delegates) 
Sebagaimana dijelaskan di atas, delegasi untuk forum musyawarah kota adalah 
dipilih dari dan oleh masing-masing sub districts pada tahap kedua dari pelaksanaan 
PB. Tugas delegasi tersebut adalah untuk mengajukan dan mendiskusikan program 
prioritas masing-masing sub districts yang diwakili dengan pemerintah kota. 
Diharapkan, para delegasi tersebut mampu meyakinkan pemerintah kota sehingga 
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program yang diajukan dapat dijadikan sebagai bagian dari program pembangunan 
kota.  
Selanjutnya, hal yang menarik dari catatan Souza adalah bahwa delegasi yang 
dipilih tersebut adalah bukan dipilih dari komunitas atau asosiasi yang berafiliasi 
dengan partai politik seperti PDT (Democratic Labor Party). Namun, delegasi 
tersebut dipilih dari komunitas yang tidak berafiliasi dengan partai politik. Menurut 
Souza, salah satu alasan kenapa delegasi harus non-partisan karena anggota partai 
dinilai memiliki pemahaman clientelism yaitu pemikiran yang berorientasi pada 
ideolog-ideologi politik partai bukan kepentingan umum yang lebih luas.  
Salah satu kriteria atau syarat untuk menjadi dan dipilih sebagai anggota delegasi 
adalah harus memahami permasalahan-permasalahan kepentingan bersama, non-
partisan, dan harus memiliki waktu yang cukup untuk mengatur dan mengikuti rapat 
atau forum musyawarah kota.  
f. Institusi pennyusunan anggaran dan birokrasi (institution arrangement and 
bureaucracy)  
Di Brazil, Institusi yang bertugas menyusun draf kebijakan anggaran pemerintah 
Kota adalah the budgetary planning government (GAPLAN). Intitusi tersebut secara 
khusus bertugas untuk menyusun kebijakan anggaran dan melakukan sinkronisasi 
anggaran antar unit-unit pemerintah kota. Secara umum, menurut Souza, 
keberadaan GAPLAN dinilai sangat membantu pemerintah untuk menyusun 
anggaran secara efektif dan efesien. Kendati demikian, di Kota Belo Horizonte, 
beberapa komunitas menolak dan mengritisi keberadaan GAPLAN. Salah satu 
organisasi yang menolak GAPLAN adalah the SUDECAP. The SUDECAP adalah 
organisasi sosial di kota Brazil. SUDECAP menilai keberadaan GAPLAN terlalu kuat. 
GAPLAN mendominasi proses penyusunan penganggaran kota. Sedangkan di Parto 
Elegre, pemerintah kota menempatkan GAPLAN semi formal pemerintahan. GAPLAN 
diposisikan sebagai bagian dari komunitas.  
g. Visioner dan kepuasan dari PB(visibility and satisfaction) 
Implementasi PB mendapatkan respon positif dari komunitas-komunitas di kota 
Porto Algre dan Belo Horizonte, Brazil. Menurut warga dikedua kata ini, PB adalah 
mekanisme bottom up yang memposisikan warga sebagai subjek pembangunan. 
Melalui metode ini, warga dapat terlibat aktif dalam pembangunan kota, dari 
perencanaan, implementasi, dan evaluasi pembangunan kota. Menurut catatan 
Souza, respon positif warga ini dari period eke periode semakin meningkat.  
 
2. Dampak langsung dari PB (the Indirect Effect of PB) 
 Menurut Souza, PB memiliki dampak positif diluar proses pengganggaran, 
yakni, terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti 
transparansi, pertanggung jawaban, hubungan demokratis antara lembaga-llembaga 
pemerintahan, dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif selain 
dalam kebijakan anggaran.  
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a. Transparansi governance (transparency in decision making) 
Keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran (participatory budgeting-PB) 
berdampak pada: pertama, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memahami 
lebih jauh tentang kinerja pemerintah kota. Melalui PB, masyarakat dapat 
memahami kinerja pemerintah kota secara baik. Kedua, karena tingginya kesadaran 
masyarakat untuk terlibat aktif dalam setiap proses kebijakan, pemerintah kota 
semakin terbuka dengan masyarakat, media, dan komunitas. Pada akhirnya, 
pemerintah kota semakin transparan dalam tatakelola pemerintahan (governance).  
b. Pertanggung jawaban pemerintahan daerah (local government accountability)  
Seiring meningkatnya partisipasi masyarakat dalam PB, pemerintah kota pun 
melakukan perubahan-perubahan sistem dalam tatakelola pemerintahan terutama 
berhubungan dengan pertanggungjawaban mereka tentang kebijakan-kebijakan 
yang dibuat kepada masyarakat. Kota Porto Lagre and Belo Horizonte memiliki 
website sebagai sarana publikasi kinerja pemerintah kota. Melalui website ini, 
pemerintah kota dapat menyampaikan pertanggung jawabanya tentang tugas-tugas 
yang dijalankan kepada masyarakat. Pada sisi lain, masyarakat dapat mengakses 
dan mempertanyakan kinerja pemerintah kota.  
c. Hubungan PB dengan DPRD (relationship with the local government) 
Melalui PB, DPRD di kedua kota tersebut semakin dekan dengan konstituen. Warga 
dapat bertemu langsung dengan anggota DPRD pada forum musywarah 
pembangunan tingkat sub districts dan kota. Bahkan, warga dapat bertemu anggota 
DPRD diluar proses perencanaan pembangunan dan penganggaran. Masyarakat 
dapat menekan DPRD untuk mengawal program prioritas yang diajukan oleh 
masing-masing district kepada pemehrintah kota. Karena itu, DPRD terlibat aktif 
dalam setiap perencanaan kebijakan publik.  
d. Partisipasi masyarakat diluar PB (participation beyond PB) 
PB juga berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif 
dalam setiap diskusi-diskusi tentang issu-issu sosial, politik, ekonomi, dan budaya 
pada berbagai forum di kedua kota tersebut. Di Porto Alerge, warga terlibat aktif 
dalam forum Cidade Constituinte (constituent city). Sedangkan di Belo Herizonte, 
warga terlibat aktif dalam Forum da Cidade (City Forum).  
 
Berdebatantentangmakna Participatory Budgeting 
 Menurut Souza, konsep PB adalah dibangun dari teori-teori sosial, politik, dan 
pemerintahan seperti teori demokrasi, desentralisasi, social capital, pembangunan, 
governance (good government), empowerment, civic education, social justice, dan 
pembangunan yang berkelanjutan. Teori-teori tersebut kontribusi besar terhadap 
lahirnya konsep participatory budgeting. Menurut Souza, lahirnya konsep PB tersebut 
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juga bagian dari kontribusi organisasi-organisasi multilateral seperti world bank. 
Namun, berdasarkan hasil analisis dari beberapa jurnal, pelaksanaan PB di Brazil belum 
menunjukkan subtansi dari teori-teori yang disebutkan tersebut.  
 Meskipun demikian, implementasi PB di Brazil dinilai sebagai sebuah tahapan 
positif menuju pembangunan demokrasi yang lebih baik. Melalui PB, masyarakat dapat 
ikut terlibat memperbaiki tatakelola kebijakan anggaran pemerintah kota. Peran 
pemerintah belum cukup dapat dipercayai dalam membangun institusi-institusi 
demokrasi, membuat kebijakan-kebijakan demokratis serta berpihak kepada 
masyarakat. Karena itu, konsep PB, meskipun dengan berbagai masalah yang ada pada 
implementasinya, adalah sangat penting bagi warga dalam membangun demokrasi.  
 Berdasarkan rangkuman Souza dari berbagai jurnal dan hasil penelitian para 
scholars, ada tiga persoalan mendasar dalam partisipasi masyarakat yaitu: Pertama, 
meskipun pemerintah telah membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong partisipasi 
masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan anggaran, pemerintah kota tetap 
memiliki ruang dan peran untuk mengontrol dan mengendalikan partisipasi masyarakat 
dalam proses pembangunan dan penganggaran. Kedua, partisipasi masayakat yang 
berlangsung dalam proses penganggaran adalah partisipasi formalitas, partisipasi 
sekedar memenuhi mekanisme PB yang ada. Ketiga, kuatnya kooptasi antara lembaga-
lembaga pemerintah yang berusaha mengatur proses partisipasi warga dalam 
penyusunan kebijakan anggaran. Pada akhirnya kooptasi pemerintah kota tersebut 
mencipatakan partisipasi manipulas.  
 Meskipun persoalan-persoalan di atas berlangsung dalam PB, namun, 
menurut Souza, praktik PB di Brazil terutama pada kota Porto Large dan Belo Horizonte 
dinilai cukup sukses (meskipun tidak sepenuhnya sukses). Penilaian tentang kesuksesan 
dan kegagalan implemenentasi PB, sangat bergatung pada perspektif mana kita 
melihatnya. Karena itu, Souza merangkum macam-macam perspektif terhadap makna 
dan eksistensi participatory budgeting (PB) sebagai berikut.  
a. Partisipasi sebagai suara atau pemberdayaan? 
Sebagian besar organisasi multilateral mendefinisikan partisipasi adalah suara warga 
(voice) dalam proses pengambilan keputusan. Pemahaman ini menganggap 
partisipasi adalah bagian dari accountability, transparency, dan voice. Voice 
masyarakat local terutama masyarakat kecil adalah dijadikan sebagai ukuran 
kesuksesan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Semakin tinggi 
tingkat voice warga dalam proses kebijakan, maka semakin besar peluang 
aktualisasi accountability, transparency, dan voice dalam proses berdemokrasi. 
Menurut organisasi multilateral, partisipasi masyarakat harus didukung penuh oleh 
pemerintah pusat. Pemerintah pusat harus membuat payung hukum yang 
memberikan peran warga dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, 
pemerintah pusat harus belerjasama dengan organisasi multilateral dalam rangka 
mendesain dan mendukung program-program edukasi demokrasi dan pemerintahan 
bagi warga.  
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Bagi organisasi multilateral, partisipasi adalah sebuah jalan bagi warga negara untuk 
memperkuat eksistensi diri melalui organisasi masyarakat (civil society) dalam 
rangka mempengaruhi proses pengambilan keputusan publik (kebijakan publik). 
Pandangan ini berorientasi pada proses dan hasil dari sebuah kebijakan. Masyarakat 
terlibat dalam proses dan mendapatkan hasil dari kebijakan publik.  
Pada sisi lain, organisasi-organisasi sosial kerakyatan seperti PT, partisipasi diartikan 
sebagai model pemberdayaan masyarakat, bukan sekedar suara (voice) seperti yang 
didefinisikan oleh organisasi multilateral di atas. Partisipasi didefinisikan sebagai 
proses pembeerdayaan masyarakat kecil untuk menjadi lebih sadar akan hak-
haknya sebagai warga negara terutama hak mendapatkan perlakukan yang sama 
dihadapan negara dan hak untuk mendapatkan keadilan didepan hukum. Selain itu, 
partisipasi juga diartikan sebagai bagian dari proses reformasi politik menuju 
tatakelola intitusi pemerintahan yang berkeadilan, transparan, dan menudukung 
penuh terwujudnya kesehateraan masyarakat bagi seluruh warga negara.  
Menurut Souza, perbedaan kedua pandangan di atas harus dipandang positif karena 
kedua pandangan tersebut memiliki kesamaan visi dalam mendefinisikan partisipasi 
masyarakat. Souza menegaskan bahwa visi dari kedua pandangan tersebut adalah 
menempatkan warga sebagai subjek pembangunan dan mendorong pemerintah 
untuk membuat kebijakan secara transparan, berkeadilan, dan berpihak kepada 
kepentingan masyarakat kecil.  
Berdasarkan penekanan ini, Souza menegaskan bahwa memperkuat partisipasi 
masyarakat adalah langkah yang paling fundamental dalam mewujudkan kredibilitas 
pemerintah (kebijakan) kepercayaan, transparansi, accountability, dan pemberdyaan 
masyarakat. Langkah tersebut juga dinilai sebagai upaya kolektif dan komprensih 
untuk melawan korupsi dan nepotisme dalam tatakelola kebijakan angggaran dan 
pemerintahan (governance). 
b. PB mewujudkan program pembangunan untuk masyarakat kecil 
Sebagaimana yang didiskusikan di atas, tujuan PB adalah memformulasikan 
kebijakan anggaran yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, terutama 
kepentingan masyarakat kecil. Karena itu, keberadaan PB secara langsung 
berdampak pada lahirnya kebijakan anggaran yang mendukung program-program 
prioritas warga sebagaimana program-program yang dibahas pada level sub-districts 
dan diputuskan pada forum musyawarah pembangunan kota.  
 
 Berdasarkan hasil diskusi teoritis, Celine menegaskan bahwa inti dari PB baik 
di kota Porto Elegre maupun di kota Belo Horizento menekankan pada orang-orang dan 
komunitas yang dimarjinalisasikan untuk diberdayakan dan dilibatkan secara total 
dalam proses perencanaan pembangunan dan penganggaran. Pada konteks ini, 
menurut Souza, PB harus dipandang sebagai tahap penting menuju pembangunan 
institusi demokrasi yang berperan penting dalam proses pengambilan keputusan. Pada 
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akhirnya, PB dapat mewujudkan pembangunan pemerintahan dan masyarakat yang 
berkeadilan, transparan, bertangung jawab, dan berkeadilan.  
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